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ABSTRACT

This study aims to determine the effects of government size,
fiscal capacity, fiscal distress, and legislature size on accrual
manipulation in local government financial reporting. The
study was conducted on 23 local governments in Aceh with
data analysis using multiple linear regressions. The data is
extracted from audited financial reports of the local
governments for the period 2016-2020. This study uses the
Modified Jones Model to measure the manipulation of accruals.
The results show that the government size and fiscal distress
have a negative effect on accrual manipulation, legislature size
has a positive effect on accrual manipulation, and fiscal capacity
have no effect on accrual manipulation. These results indicate
that the accrual manipulation in financial reporting can occur
due to discretionary policies carried out by local government
officials with the aim of making their financial performance
look good.
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Reformasi pemerintahan daerah di Indonesia dengan menerapkan desentralisasi fiskal seiring
dengan konsep New Public Management INPM), mendorong penggunaan prinsip-prinsip bisnis
pada organisasi pemerintahan, termasuk akuntansi berbasis akrual (Vinnari & Nasi, 2008).
Implementasi akrual secara penuh sejak pelaporan keuangan tahun 2015 membuka peluang
terjadinya manajemen akrual pada pemerintah daerah (Pemda), yang berimplikasi pada bias
informasi dan masalah lainnya (Afiqoh, 2020; Lapsley, et al., 2009).

Tujuan utama pelaporan keuangan berbasis akrual adalah memberikan informasi tentang
posisi dan kondisi keuangan (Rivenbark & Roenigk, 2011), serta kinerja keuangan (Schipper,
1989; Jansen, 2008). Kebijakan dan sistem akuntansi ini diatur dalam peraturan kepala daerah,
yang dapat meningkatkan fleksibilitas dalam menentukan besaran angka-angka yang tersaji
dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), terutama pada Neraca dan Laporan
Operasional (LLO). Fleksibilitas diskresi ini berimplikasi pada perdebatan arti penting
impelementasi akuntansi berbasis akrual (Carlin, 2005; Arnaboldi & Lapsley, 2009).

Salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan LKPD adalah legislatif atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPD sebagai media akuntabilitas untuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),’
digunakan oleh DPRD sebagai media untuk menilai kinerja anggaran dan keuangan Pemda,
setelah sebelumnya diaudit oleh auditor independen (Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia/BPK  RI). Pendelegasian pelaksanaan APBD  oleh DPRD  kepada
eksekutif/pemerintah daerah adalah makna dari persetujuan DPRD atas penetapan
peraturan daerah (Perda) tentang APBD’ oleh kepala daerah sebelum tahun pelaporan
berkenaan mulai berjalan. Perda APBD adalah “kontrak™ antara eksekutif (Pemda) dengan
legislatif (DPRD), yang menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja Pemda (Steccolini, 2004;
Halim & Abdullah, 2006; Abdullah, 2012).

Perspektif keagenan menyatakan bahwa penyusun laporan keuangan cenderung melakukan
diskresi akrual untuk memanipulasi informasi yang disajikan agar sejalan se/f-nterest-nya,
misalnya untuk pencitraan, mendapatkan bonus atau penghargaan, dan menyembunyikan
fakta (Vinnari & Nasi, 2008; Pilcher, 2011; Hafizah, et al., 2017; Bisogno & Donatella, 2021).
Adanya kewenangan penyusun laporan keuangan untuk menggunakan kebijakan akuntansi
yang diperbolehkan oleh standar (Abdullah & Junita, 2020) berimplikasi pada terjadinya
praktik earnings management dan creative accounting (Pina, et al., 2012; Beck, 2018; Cohen, et al.,
2019), terutama melalui akrual diskresioner (Ferreira, et al., 2020). Diskresi ini akan
mempengaruhi keputusan yang diambil oleh users, termasuk anggota DPRD. DPRD yang
memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD (Abdullah, et al., 2020) dapat
mengambil keputusan yang keliru sebagai akibat dari manipulasi informasi dalam LKPD
tersebut, terlebih lagi mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menganalisis
penyebab dan dampak dari manipulasi itu (Abdullah, et al., 2020).

Diskresi terhadap akrual dalam pelaporan keuangan Pemda dapat dipengaruhi oleh faktor
oportunistik manajemen, yang cenderung “menyamarkan” ketidakpatuhan terhadap
kebijakan akuntansi dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi stakeholders dan alasan
efisiensi (Pilcher, 2011), sebagai akibat adanya asimetri informasi antara Pemda dengan
pengguna LKPD. Perbedaan tingkatan akrual antar Pemda dapat terjadi karena adanya
perbedaan dalam kebijakan akuntansi pada masing-masing daerah (Rohman, 2016; Rohman,
et al., 2019). Perbedaan ini berimplikasi pada penyajian komponen LKPD dan akun-akun di

! Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

2 Di provinsi Aceh, sebutan untuk Perda adalah ganun, baik di Pemerintah Aceh, maupun di pemerintah kbupaten dan
kota.
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dalamnya, sehingga menurunkan tingkat keterbandingan (comparability) LKPD tersebut
(Abdullah & Junita, 2020; Abdullah, et al., 2020).

Manipulasi akrual juga digunakan oleh Pemda untuk melakukan penyesuaian kinerja finansial
terkait dengan persaingan politik (Donatella, 2019) dan karakteristik birokrat pengelola
keuangan (Donatella & Tagesson, 2020). Donatella (2019) memberi bukti empiris tentang
subjektivitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual yang dapat bermasalah karena
memberi kesempatan kepada politisi terpilih (elected politicians) untuk memanipulasi informasi
yang disampaikan kepada vofers dan stakebolder lain. Oleh karena itu, dalam rangka meyakini
bahwa sistem akuntansi berbasis akrual memberikan informasi yang realiable dan lengkap,
aturan dan regulasi harus dibuat sedemikian rupa oleh standard setters (Abdullah, et al., 2020)
dan kualitas audit perlu ditingkatkan (Chi, et al., 2011). Asimetri informasi dapat berkurang
dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui penyajian informasi yang
berkualitas dalam LKPD (Connelly et al., 2011), peningkatan sistem pengendalian intern dan
pengungkapan yang lebih lengkap (Sopamena, et al., 2020), serta audit eksternal (Donatella,
et al., 2019; Ansori, et al., 2021).

Studi tentang earnings management pada pemerintah daerah telah dilakukan di beberapa negara,
seperti Pilcher (2011) di Australia, Vinnari & Nasi (2008) di Finlandia, Pina, et al. (2012) dan
Arcas & Marti (20106) di Inggris, Beck (2018) di Amerika Serikat, Cohen, et al. (2019) di Italia
dan Yunani, Annesi-Pessina & Sicilia (2020) di Italia, Donatella (2019) dan Donatella &
Tagesson (2020) di Swedia, dan Ferreira, et al. (2020) di Portugal. Namun, kajian tentang
manajemen akrual pada Pemda masih jarang untuk kasus di Indonesia (beberapa diantaranya
adalah Rohman, 2016; Rohman, et al., 2018 dan 2019; Gamayuni, et al., 2019; Ram’dhan, et
al., 2021). Selain itu, belum ada studi yang mengkaitkan manipulasi akrual dalam pelaporan
keuangan dengan aspek pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan oleh anggota
lembaga perwakilan (lgislature), yang memiliki kepentingan politik sekaligus sebagai
perpanjangan tangan publik di pemerintahan daerah.

Analisis awal terhadap data yang bersumber dari LKPD kabupaten dan kota di Aceh periode
2016-2020, dengan menggunakan model 7zodified-Jones dalam pengukuran akrual diskresioner,
ditemukan adanya perbedaan besaran nilai akrual diskresioner (discretionnary accrnal). Nilai
akrual diskresioner terendah pada tahun 2020, ada di Kota Banda Aceh (0,17), Kab. Aceh
Barat (0,25) dan Kab. Aceh Jaya (0,27), sedangka Pemda nilai tertinggi ada pada Kab. Bener
Meriah, Kab. Simeulue dan Kab. Aceh Singkil, masing-masing sebesar 0,40, 0,42, dan 0,42.
Besaran nilai diskresi akrual ini mencerminkan jenjang penerapan akrual yang dilakukan oleh
Pemda atas pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Hal ini menggambarkan perbedaan
tingkatan akrual antar-Pemda (Rohman, et al., 2019).

Studi ini menganalisis 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi manipulasi akrual di
Pemda, yang berada di luar kendali Pemda sendiri. Keempat variabel tersebut adalah ukuran
Pemda (government size), kapasitas fiskal (fiscal capacity), tekanan fiskal (fiscal distress), dan ukuran
legislatif (legislature size). Pengujian semua prediktor ini dalam sebuah model prediksi belum
pernah dilakukan sebelumnya untuk Pemda di Indonesia.

Ukuran Pemda merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyajian informasi, di
mana Pemda yang lebih besar memiliki kompleksitas permasalah yang lebih tinggi,
mekanisme kebijakan publik lebih dinamis, dan mendapat perhatian (attention) dari
pemerintah atasan dan tuntutan dari publik yang lebih besar. Pemda yang lebih besar akan
cenderung lebih berhati-hati dan cermat dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam
penganggaran dan pelaporannya (accountability side). Kecermatan ini terdukung dengan
teknologi informasi paling baik dan tenaga profesional yang dapat diberi kompensasi besar
dari sumberdaya yang dimiliki Pemda. Oleh karena itu, akrual diskresioner akan lebih kecil
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pada Pemda yang lebih besar (Herdiningsih, et al., 2019; Purnama, 2017). Namun, menurut
Blom-Hansen, et al. (2021), persoalan jurisdiction sige tidak perlu dipermasalahkan.

Ukuran Pemda menggambarkan seberapa besar beban tanggung jawab yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Ukuran
Pemda dapat diproksikan dari jumlah penduduk, pegawai, unit organisasi, total pendapatan
dan belanja dalam APBD, tingkat produktivitas, dan #za/ asset (Damanpour, 1991; Abdullah,
et al., 2019; Sari & Mustanda, 2019). Daerah yang memiliki jumlah aset dan pegawai yang
lebih besar memiliki kapasitas dan beban yang juga lebih besar, sehingga memiliki implikasi
terhadap kinerja keuangannya (Sari, 2016; Abdullah, et al., 2019; Sari & Mustanda, 2019).

Analisis tentang pengaruh ukuran (s/z¢) organisasi, baik privat maupun publik, telah banyak
dilakukan, terutama yang terkait dengan prospek dan kinerja, serta kepentingan stakebolders.
Makna size dalam penelitian bisnis dan manajemen sangat penting, terutama dalam hal
kemampuan finansial yang diukur dengan fzr sige, yang dapat dikaitkan dengan profitabilitas
dan manajemen laba (Siregar & Utama, 2008; Kalbuana, et al., 2021). Menurut Handayani &
Rachadi (2009), perusahaan cenderung melaporkan laba positif (menghindari pelaporan
kerugian), sehingga merekayasa informasi terkait laba, namun, ketresediaan informasi
perusahaan besar lebih banyak dan luas di pasar daripada perusahaan kecil (Siregar & Utama,
2008).

Fenomena manipulasi akrual dalam kaitannya dengan ukuran organisasi atau perusahaan
penyusun laporan keuangan telah berkembang di sektor bisnis, seperti Dechow (1995),
Handayani & Rachadi (2009), dan Rohman, et al. (2018). Menurut Richardson (2000) dan
Purnama (2017), perusahaan besar cenderung tidak merekayasa labanya, berbeda dengan
perusahaan kecil. Pada pemerintahan, Sari (2016) dan Sari & Mustanda (2019) menemukan
bahwa besaran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja. Oleh karena itu,
hipotesis yang diuji tentang pengaruh GS terhadap manipulasi akrual dinyatakan seperti
berikut:

H;: Government sige berpengarnb negatif terhadap manipulasi akrual.

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan dari Pemda untuk memperoleh pendapatan
dalam rangka membiayai keperluan pelayanan publiknya (Martinez-Vazquez & Boex, 1997;
Nagowski 2007). Kekuatan suatu negara adalah kapasitas fiskalnya, yakni terkait dengan
jumlah dan jenis sumber daya yang dimilikinya (Baskaran & Bigsten, 2013). Menurut
Baskaran & Bigsten (2013), konsep kapasitas fiskal mengacu pada kemampuan ekstraktif
negara, yaitu bagaimana potensi sumber daya negara bisa diekstrak secara "efisien", sehingga
terbangun suatu pemerintahan yang efisien dan mendorong demokrasi dan menurunkan
korupsi. Lewis (2003) berpandangan bahwa kapasitas fiskal daerah dapat diukur dengan
‘surplus operasi’, yakni kemampuan daerah dalam membayar pinjamannya. Surplus operasi
merupakan jumlah penerimaan dari dana bagi hasil dan PAD dikurangi belanja wajib daerah,
yang bermakna bahwa kapasitas fiskal tidak lepas dari transfer dari Pusat. Transfer dari Pusat
dimaksudkan untuk pemerataan kapasitas fiskal antar-daerah dan meningkatkan kemampuan
Pemda untuk memenuhi standar pelayanan tanpa membebani masyarakat sendiri. Oleh
karena itu, Pemda akan berupaya untuk melakukan restrukturisasi kapasitas fiskalnya untuk
meningkatkan kinerja keuangannya (Surya, 2010).

Kapasitas fiskal yang rendah mencerminkan kemampuan keuangan yang terbatas untuk
memberikan pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang melebihi standar minimal.
Keterbatasan kemampuan ini berimplikasi pada rumitnya diskusi dalam pembahasan
anggaran antara cksekutif dan legislatif, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil
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terbaik. Kedua belah pihak akan lebih cermat dalam menganalisis setiap rencana yang akan
dibiayai dengan belanja daerah. Pemda yang memiliki kapasitas fiskal rendah cenderung ingin
melaporkan kinerja keuangan yang lebih baik melalui perekayasaan akrual diskresioner yang
lebih besar, yang dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif
(Halim & Abdullah, 2006). Hipotesis yang diuji tentang pengaruh KF terhadap manipulasi
akrual dinyatakan seperti berikut:

H: Kapasitas fiskal berpengarub negatif terbadap manipulasi akrual.

Fiscal distress merupakan ketidakmampuan Pemda untuk mengurangi defisit atau menaikkan
surplus anggaran (Zeedan et al., 2014). Menurut Maher, et al. (2020), definisi fiscal distress
masih dalam perdebatan mengingat kompleksitas dalam terma ini. Anggaran yang
menggunakan basis kas dipertanggungjawabkan dalam LKPD yang menggunakan basis
akrual, sehingga Pemda akan berupaya untuk meminimalkan terjadinya fisca/ distress dalam
pelaporannya. Fiscal distress adalah penurunan sumber daya yang signifikan, yang sebagian
tergambar dari kenaikan rasio pendapatan transfer yang lebih banyak terhadap total
pendapatan, rasio belanja administratif yang semakin besar terhadap total pengeluaran, utang
yang semakin banyak, dan mengalami pertumbuhan pendapatan yang kecil (Trussel &
Patrick, 2009).

Studi tentang pengaruh fiscal distress tethadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan
Pemda masih sangat jarang. Namun di sektor privat, penelitian tentang asosiasi kesulitan
keuangan dengan earnings management telah banyak dilakukan. Riandiani & Wahyuddin (2015)
menemukan bahwa financial distress berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Studi yang
dilakukan oleh Nugroho & Firmansyah (2017) menemukan bahwa beberapa perusahaan di
Indonesia menggunakan manajemen laba riil melalui pemanipulasian nilai penjualan untuk
memperbesar nilai laba akuntansi dan menekan nilai beban pajak. Pengaruh fisca/ distress
terhadap manipulasi akrual dalam LKPD dapat dilihat dari selisih surplus/defisit laporan
operasional (LO) dan laporan arus kas (LRA) (Abdullah & Junita, 2020). Hipotesis yang diuji
terkait dengan pengaruh fiscal distress terhadap manipulasi akrual dinyatakan sebagai berikut:
H3: Fiscal distress berpengarub terhadap manipulasi akrual.

Ukuran legislatif (legislature size) berhubungan dengan penggunaan informasi yang tersaji
dalam LKPD untuk pengambilan keputusan penting di pemerintahan daerah, terutama
dalam hal menilai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan perubahan anggaran
selama tahun berjalan (Junita, et al., 2018). Secara matematis, jumlah anggota legislatif sejalan
dengan jumlah populasi, sehingga semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin
besar pula kepentingan konstituen (populasi) yang harus diperjuangkan. Akibatnya, semakin
besar kemungkinan terjadinya alokasi dan kebijakan perubahan APBD di tahun berjalan
(Junita, et al., 2018). Menurut Ricciuti (2004) ukuran legislatif memiliki efek yang tidak
terbatas karena adanya praktik balas jasa kepada pemilih (vofers). Legislatif (DPRD) sebagai
principal membutuhkan informasi terutama untuk pertanggungjawaban kinerja dan keuangan
(Junita dan Abdullah, 2016), yang tersaji dalam LKPD LKPD merupakan dokumen
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang telah diaudit oleh BPK RI.

Hasil penelitian Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh
terhadap kinerja keuangan Pemda, sementara Petterson-Lidbom (2012) menemukan bahwa
semakin besar ukuran legislatif, maka kontrol terhadap perilaku birokrat yang budget
maximizing akan lebih baik. Namun, bias informasi karena penggunaan basis akrual dalam
penyusunan LKPD, terutama karena adanya akrual diskresioner (Ferreira, et al., 2020), tidak
sepenuhnya dipahami implikasinya oleh anggota DPRD (legislatif). Legislatif memiliki fungsi
pengawasan (oversighl), yang jika berfungsi dengan baik dapat mencegah praktik korupsi
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(Stapenhurst, et al., 2018) dan dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemda (Abdullah, et al.,
2020). Hipotesis yang diuji terkait dengan pengaruh legislature size terthadap manipulasi akrual
adalah:

HA4: 1 egislature sige berpengarub negatif terhadap manipulasi akrual.
METHOD

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemda kabupaten/kota di Indonesia, yang
sampai dengan 31 Desember 2020 seluruhnya ada sebanyak 508. Pemda yang dijadikan
sampel secara purposive adalah Pemda kabupaten/kota di Aceh yang berjumlah 23 Pemda,
terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Keunikan sampel ini adalah berstatus otonomi khusus
dan menerapkan Syariat Islam, yang berimplikasi pada penerimaan transfer dari Pusat berupa
dana otonomi khusus (Otsus) dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (TDBH
Migas), serta dibentuknya banyak organisasi perangkat daerah (OPD) baru, yang tidak ada di
provinsi lain. Selain itu, memilik kelengkapan data LKPD tahun 2016-2020. LKPD yang
digunakan adalah Neraca untuk mendapatkan data total aset, Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) untuk mendapatkan data Pendapatan-LRA, Laporan Operasional (LO) untuk
mendapatkan data Pendapatan-1LO, dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk mendapatkan data
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan kabupaten
dan kota di Aceh yang telah diaudit dan dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh dan data jumlah anggota DPRD dari Komisi Pemilihan
Umum (KPU). Jumlah amatan ada sebanyak 115, yakni 23 Pemda kabupaten dan kota untuk
5 tahun, sedangkan untuk jumlah anggota DPRD diperoleh dari Keputusan KPU Nomor:
08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta
Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah
Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 256/PL.01.3-
Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Jumlah  Penduduk
Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Dalam Pemilithan Umum Tahun 2019.

Variabel penelitian yang digunakan adalah satu variabel terikat (dependent variable), yakni
Manipulasi Akrual, dan tiga variabel bebas (independent variables), yakni government size, kapasitas
tiskal, fiscal distress, dan legislature size. Manipulasi akrual diartikan sebagai rekayasa akrual yang
dilakukan oleh penyusun LKPD untuk melaporkan hasil yang diinginkan, yang berbeda dari
yang sebenarnya (Ferreira, eta al., 2020), yang dapat terjadi ketika Pemda menerapkan basis
akuntansi akrual dalam pelaporan keuangannya (Pilcher, 2011; Cohen, et al., 2019).
Pengukuran manipulasi akrual menggunakan persamaan yang telah digunakan oleh Sugiri &
Abdullah (2003), Dechow (2005), Rohman, et al. (2018), Cohen, et al. (2019), yaitu Modified
Jones Model. Persamaan-persamaan tersebut akan menghasilkan angka akrual diskresioner
(discretionary accruals). Proses penurunan persamaan dimaksud adalah sebagai berikut:

TACC,, = EXBIL, - CFO,,

dimana: TACC;, adalah total akrual Pemda /7 pada tahun #; EXBIi, adalah pendapatan
sebelum pos luar biasa (surplus/defisit) Pemda 7 pada tahun #; dan CFO;, = Arus kas bersih
dari aktifitas operasi Pemda 7 pada tahun 7.
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Perhitungan #tal accrual (1'A) diestimasi dengan model Ordinary Least Square (OLS) berikut:
TACCi,/TAi,~1=a0(1/TAi,-1)+oi(ARevi, / TAi,-1)+o(PPEi, / TAi,-1)+ei,

dimana: TACCi,n adalah total akrual pemerintah daerah i pada tahun n; ARevi,n adalah
Pendapatan Pemda i pada tahun n dikurangi dengan pendapatan Pemda i pada tahun n-1;
PPEi,n adalah aset tetap kotor Pemda i pada tahun n; TAi,n adalah total aset Pemda i pada
tahun n; dan &€i,n adalah ervor ferms.

Koefisien regresi pada persamaan (2), menghasilkan non-discretionary accrnals (NDA) yang
ditentukan dengan formula sebagai berikut (Cohen, ¢z a/., 2019):
NDAi, = B0+ p1 (ARevin /TAi,n —1)+L2(PPEi,n /TAin —1)

dimana: NDAi adalah estimasi nondiskresi akrual Pemda i; ARevi,1 adalah pendapatan
Pemda i pada tahun n-1; PPE;, adalah aset tetap kotor Pemda i pada tahun n; dan TA;, adalah
total aset Pemda i pada tahun n-1.

Nilai discretionary accruals (DA) sebagai ukuran manipulasi akrual ditentukan dengan formula
berikut:

DA = (TACCi,/TAi,,)-NDAi,

dimana: DA adalah total diskresi akrual Pemda i; TACCi,n adalah total akrual Pemda 1 pada
tahun n; TAi.1 adalah total aset Pemda i pada tahun n-1; dan NDA, adalah estimasi non
diskresi akrual Pemda i pada tahun n.

Government Size (GS) merupakan ukuran dari suatu Pemda yang menggambarkan beban
pelayanan publik, lingkup pelayanan publik, besaran anggaran, dan besaran kekayaan yang
dimiliki. Variabel ini diukur dengan jumlah aset yang tersaji dalam neraca per tanggal 31
Desember.

Kapasitas Fiskal (KF) mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi
kewajiban belanjanya. Variabel ini diukur dengan angka selisih antara total pendapatan daerah
dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan untuk belanja tertentu.

Fiscal Distress (FD) adalah penurunan sumber daya daerah (aset bersih) yang signifikan,
sechingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban atau belanjanya.
Variabel ini diukur dengan nilai surplus/defisit-LO yang tersaji dalam laporan operasional
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember.

Legistature Size (LS) mencerminkan beban politik dalam penganggaran dan akuntabilitas di
daerah, dimana semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin besar pula
kepentingan konstituen yang harus diperjuangkan untuk diakomodasi dalam APBD
(Abdullah, 2012). Variabel ini diukur dengan jumlah anggota DPRD.

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan
persamaan: Y = a + b,X; + 0.Xo + b:2X5 + 54Xy + ¢, dengan Y adalah Manipulasi Akrual, «
adalah Konstanta, X;adalah Government Size (GS), X> adalah Kapasitas Fiskal (KF), X;adalah
Fiscal Distress (FD), Xyadalah Legisiature Size (LS), bi-bs adalah koefisien regresi dan e adalah

ervor ternis.

RESULTS AND DISCUSSIONS
Analisis Deskriptif

Secara ringkas, statistik deksriptif data penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
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3 | fiskal (X2) 0,57256 0,320075 0,029

1,817

No. Uraian Mean Std. Deviation Minimum Maksimum
) ) 282
Manipulasi
1 akrual (Y) 0,40677485 0,110941309 0,048770994 0,844554232
Government
2 | size (X1) 2.425.710.216.000 | 1.009.606.237.000 | 1.064.650.371.186 | 5.981.471.416.543
Kapasitas

Fiscal

4 | distress (X3) -3.367.864.099 57.170.173.050 | -342.376.868.422

377.392.128.094

Legislature
5 | size (X4) 28,26 7,195 20

45

Sumber: Data penelitian, 2021 (diolah)

Nilai rata-rata (7ean) manipulasi akrual yang terjadi di Aceh selama tahun 2016-2020 adalah
sebesar 0,41%. Artinya, secara rata-rata, praktik diskresi akrual Pemda di Aceh cukup rendah.
Nilai manipulasi akrual tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,84% pada Kab. Aceh
Singkil dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,05% pada Kab. Aceh Jaya.

Nilai rata-rata kenaikan government sige tahun 2016-2020 adalah sebesar Rp2,425 triliun. Total
aset tertinggi ada di tahun 2017 sebesar Rp5,981 triliun di Kota Banda Aceh dan nilai
terendah pada tahun 2016 sebesar Rp1,064 triliun di Kota Subulussalam.

Nilai rata-rata kapasitas fiskal pada Pemda di Aceh selama kurun waktu tahun 2016-2020
sebesar 0,573. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kapasitas fiskal pada Pemda rata-rata pada
kategori rendah, tertinggi pada tahun 2020 sebesar 1,817 yaitu pada Kab. Aceh Utara dan
terendah sebesar 0,029 pada Kab. Aceh Selatan.

Nilai rata-rata fiscal distress tahun 2016-2020 sebesar minus Rp3.367 miliar. Kondisi ini
menunjukkan bahwa terdapat tingkat surplus/defisit yang berbeda-beda pada
kabupaten/kota setiap tahunnya. Besaran realisasi surplus LO Pemda tertinggi pada tahun
2017 sebesar Rp377,392 miliar (Kab. Pidie Jaya) dan surplus terendah pada tahun 2020
sebesar Rp235,542 juta. Besaran realisasi defisit Pemda tertinggi dicapai pada tahun 2018
sebesar minus Rp342.376 miliar di Kab. Pidie Jaya, sedangkan terendah sebesar minus Rp
878,291 juta yaitu di Kab. Bener Meriah.

Nilai rata-rata legislature sige selama tahun 2016-2020 sebesar 28,26 atau rata-rata jumlah
anggota DPRD adalah 28 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah anggota
DPRK yang berbeda-beda, sesuai dengan jumlah penduduk dan pembagian wilayah
pemilihannya. Jumlah anggota DPRK tertinggi sebesar 45 orang yaitu di Kab. Aceh Utara
dan terendah sebanyak 20 orang pada Kab. Aceh Jaya, Kab. Gayo Lues, Kota Sabang, Kab.
Simeulue dan Kota Subulussalam.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk pengujian
hipotesis dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Y = 0,188 - 1,009E-13GS - 0,003KF - 4,055E-13FD + 0,013LS + e

t-value 8,040  -0,128 -3,868 7,523

Sig. value 0,000 0,898 0,000 0,000

F-value/ Sig. value 24,598,/0,000

R/R’/Adj. R? 0,689/0,474/0455

Catatan: *signifikan pada «=5%.
Sumber: Data Penelitian (2021).

Tabel 2 menyajikan nilai F yang diperoleh sebesar 24,598 dengan nilai sig. sebesar 0,000, lebih
kecil dari a=5% (0,000 < 0,05). Hasil uji F ini menunjukkan bahwa variabel independen
(government size, kapasitas fiskal, fiscal distress, dan legislature sige) secara bersama-sama
berpengaruh terhadap manipulasi akrual. Koefisien determinasi (R?) sebesar 0,474 bermakna
bahwa variasi pada keempat variabel independen tersebut menjelaskan sebesar 47,4 persen
variasi dalam manipulasi akrual pada laporan keuangan Pemda di provinsi Aceh tahun 2016-
2020. Sisanya sebesar 52,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke
dalam model penelitian ini.

Pengaruh Government Size terhadap Manipulasi Akrual

Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi variabel government size (GS)
terthadap variabel manipulasi akrual menunjukkan bahwa secara statistik variabel GS
berpengaruh negatif (signifikan) terhadap variabel manipulasi akrual. Artinya, semakin besar
suatu Pemda maka kecenderungan Pemda di Aceh untuk melakukan manipulasi akrual
semakin rendah atau besaran manipulasi akrual lebih kecil. Dengan demikian, hipotesis
alternatif pertama yang menyatakan government size berpengaruh negatif terhadap manipulasi
akrual tidak ditolak.

Pemda yang lebih besar memiliki beban tugas yang lebih kompleks karena semakin penduduk
yang dilayani dan aset yang dikelola juga lebih besar. Biasanya, kebijakan pengelolaan
keuangan dan anggaran daerah mendapat perhatian lebih besar dari Pusat, dan masyarakat,
serta secara politik mendapat pengawasan lebih cermat dari legislatif. Handayani & Rachadi
(2009) dan Purnama (2017) menemukan bahwa perusahaan sedang dan besar tidak terbukti
lebih agresif dalam melakukan manajemen laba melalui mekanisme pelaporan laba positif,
baik untuk menghindari /Josses maupun earnings decreases. Semakin besar perusahaan akan
cenderung untuk menurunkan praktik manajemen laba, karena perusahaan besar secara
politis lebih mendapat perhatian dari institusi pemerintahan, terutama untuk masalah pajak
dan praktik monopoli.

Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Manipulasi Akrual

Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi variabel Kapasitas Fiskal (KI)
terhadap variabel manipulasi akrual menunjukkan bahwa secara statistik variabel KF tidak
berpengaruh terhadap variabel manipulasi akrual. Nilai negatif pada koefisien regresi
menunjukkan adanya arah hubungan berlawanan dengan variabel manipulasi akrual, dimana
semakin tinggi kapasitas fiskal maka manipulasi akrual akan semakin rendah. Namun,
hubungan ini dapat diabaikan karena secara statistik tidak bermakna.
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Kapasitas fiskal sebagai ukuran kemampuan suatu daerah untuk membiayai pelayanan publik
(Nagowski, 2007) selalu menjadi pertimbangan dalam penganggaran Pemda yang cenderung
oportunistik (Abdullah, 2004; 2012; Halim & Abdullah, 2006) dan ditetapkan dengan
pendekatan politik (Donatella, 2019; Abdullah, 2012). Akibatnya, dalam anggaran tersimpan
budget slack dan dalam pelaporan keuangan akan terjadi variance (selisih anggaran dan
realisasinya). Kapasitas fiskal daerah tidak lepas dari peran pemerintah pusat melalui dana
transfer sebagai bentuk upaya untuk pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Pemerataan
kapasitas fiskal sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk
memberikan standar pelayanan yang sama tanpa memaksakan beban kepada publik (Petchey,
2011). Namun, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh KF terhadap MA.

Pengaruh Fiscal Distress terhadap Manipulasi Akrual

Hasil olah data yang menguji pengaruh variabel fiscal distress (FD) terhadap manipulasi akrual
menunjukkan bahwa fiscal distress berpengaruh negatif (signifikan) terhadap manipulasi akrual.
Artinya, semakin besar fiscal distress maka Pemda memiliki diskresi akrual semakin rendah.
Dengan demikian, hipotesis alternatif ketiga yang menyatakan fisca/ distress berpengaruh
negatif terhadap manipulasi akrual tidak dapat ditolak.

Studi Riadiani & Wahyudin (2015) membuktikan bahwa financial distress berpengaruh negatif
terthadap akrual diskresioner, sedangkan hasil studi Nugroho & Firmansyah (2017)
menunjukkan bahwa kesulitan keuangan yang dialami suatu perusahaan tidak berpengaruh
terhadap tingkat tingkat agresivitas pajak perusahaan. Di sisi lain, PAD dan pendapatan
transfer terbukti mampu mengurangi fiscal distress pada pemerintah daerah (Ansori, et al.,
2021). Ini memberikan dukungan empiris bagi eksekutif dan legislatif untuk membuat
kebijakan yang tepat dalam meningkatkan penerimaan baik di tingkat pusat dan daerah.
Temuan tersebut mencakup informasi penting untuk mencegah, mendeteksi, dan
mengurangi fiscal distress di semua Pemda di Indonesia.

Pengaruh Legislature Size terhadap Manipulasi Akrual

Hasil regresi variabel /legislature size (LS) terhadap MA menunjukkan bahwa legislature size
berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual. Maknanya, semakin besar /legislature size maka
manipulasi akrual akan semakin tinggi. Jumlah anggota dewan yang lebih besar akan
memperbesar manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan Pemda di Provinsi Aceh tahun
2016-2020.

Legistature size mencerminkan besaran kepentingan politik di Pemda yang berasal dari legislatif
(DPRD). Setiap anggota DPRD memiliki kepentingan dalam menentukan prioritas dan
alokasi sumberdaya dalam anggaran daerah dan hal ini dapat diakomodir melalui
pengalokasian untuk dana aspirasi dewan (pork-barrel), yang sekarang disebut pokok-pokok
pikiran DPRD. Dana aspirasi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi konstituennya. Semakin banyak anggota DPRD maka akan
semakin besar pula konstituen yang diwakili, sehingga semakin luas cakupan informasi dalam
LKPD, yang akan dicermati oleh legislatif. Menurut Donatella (2019), subjektivitas dalam
pelaporan keuangan berbasis akrual dapat bermasalah karena memberi kesempatan kepada
politisi terpilih untuk memanipulasi informasi yang disampaikan kepada vozers dan stakeholder
lain. Temuan ini berbeda dengan temuan Petterson-Lidbom (2012) yang menyatakan bahwa
LS dapat mengontrol lebih baik perilaku birokrat yang budget maximizing. Oleh karena itu,
dibutuhkan analisis lebih jauh kaitan ukuran legislatif dengan kebijakan akrual Pemda.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh
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government size, fiscal distress dan legislature size terhadap manipulasi akrual dalam
pelaporan keuangan Pemda di Provinsi Aceh tahun 2015-2019 dapat disimpulkan bahwa:
government size dan fiscal distress berpengaruh negatif dan legislature size berpengaruh
positif terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan Pemda, sedangkan kapasitas
fiskal tidak berpengaruh.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya mengunakan
data keuangan Pemda kabupaten/kota di Aceh untuk lima tahun (2015-2019), sehingga tidak
sepenuhnya bisa digeneralisir untuk kasus di provinsi lain. Meskipun secara umum tidak
terdapat perbedaan standar dalam pelaporan keuangan Pemda, kekhususan Aceh sebagai
daerah otonom khusus (Otsus) yang juga menerapkan Syariat Islam dan mendapatkan dana
Otsus membuat kebijakan APBD menjadi berbeda dengan Pemda lain yang tidak berstatus
Otsus. Studi lanjutan perlu memasukkan Pemda kabupaten dan kota lain yang tidak
menerapkan Otsus, terutama untuk perbandingan dan menganalisis perbedaan dalam praktik
manipulasi akrual.

Kedua, satu variabel independen nonkeuangan yang digunakan, yaitu legislature size, yang
mencerminkan adanya aspek politik dalam penyelenggaraan akuntabilitas Pemda di Aceh,
belum “diukur” dengan menggunakan indikator yang tepat. Artinya, perilaku oportunis
dalam penganggaran (Abdullah, 2012) perlu dianalisis lebih jauh apakah terkait dengan
perilaku dalam menghadapi fenomena manipulatif yang dilakukan oleh eksekutif (Pemda)
dalam pelaporam keuangan, khususnya terkait dengan kinerja keuangan Pemda di LO. Sebab,
dalam praktiknya tidak selalu kualitas penganggaran dilegislatif yang besar lebih baik daripada
legislatif yang kecil.

Terakhir, sebagai implikasi dari limitasi pertama dan kedua, rendahnya nilai koefisien
determinasi (hanya sebesar 47,40 persen). Hal ini menunjukkan adanya variabel lain yang
perlu dimasukkan dalam model penelitian ini, sehingga dapat meningkatkan “ketercakupan
prediktor”. Beberapa variabel lain yang dapat direkomendasikan sebagai prediktor untuk
manipulasi akrual adalah, pertama, besaran sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), yang
dapat digunakan pada tahun anggaran berkenaan. Jika jumlah SilLPA relatif besar, terutama
dalam porsinya terhadap total penerimaan daerah, maka manipulasi akrual dapat diprediksi
akan lebih kecil. Kedua, siklus politik atau pemilihan umum dan status petahana (incumbent)
calon kepala daerah berikutnya. Kepada daerah yang sedang menjabat dan ingin
mencalonkan diri kembali cenderung akan memanipulasi LKPD untuk menunjukkan kinerja
yang baik. Kinerja yang baik akan membangun citra bahwa kepala daerah yang sedang
berkuasa (incumbent) memiliki kapasitas memimpin dan secara objektif akan dinilai berhasil
mengelola keuangan daerah. Ketiga, kualitas audit. Banyak penelitian di bisnis yang
membuktikan bahwa tingkatan earnings management yang dilakukan manajemen
dipengaruhi oleh kualitas audit. Chi, et al. (2011) dan Donatella, et al. (2018) menemukan
bahwa audit membatasi manajemen dalam mengatur labanya. Artinya, audit eksternal atas
LKPD dapat mempengaruhi besaran manipulasi akrual jika auditor mencermati lebih jauh
kebijakan akuntansi akun-akun neraca dan LO. Keempat, internal audit. Prawitt, et al. (2009)
menemukan bahwa audit internal memoderasi besaran manipulasi akrual pada perusahaan.
Inspektorat daerah sebagai internal auditor terlibat dalam pelaporan keuangan dengan
melakukan reviu atas LKPD yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) atau Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebelum diserahkan kepada BPK
RI selaku auditor eksternal. Terakhir, kelima, menggunakan specific accruals untuk
mencermati bentuk manipulasi akuntansi yang dilakukan oleh Pemda, seperti yang dipakai
oleh Marquardt & Wiedman (2004).
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